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Drat RUU Migas Sudah Tersedia

DPR Ingin Perkuat Posisi
Negara Di Sektor Migas

Senayan bersiap membahas revisi Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas
(Migas). Beleid yang sudah berumur 24 tahun itu
dinilai sudah tidak relevan lagi dengan situasi terkini.

WAKIL Ketua Komisi XIT DPR
Bambang Haryadi mengatakan,
revisi UU Migas mendesak dila-
kukan untuk menyesuaikan ke-
rangka hukurm diseklor migas. Hal
ini mengingal Mahkamah Kons-
titusi (MK) membatalkan Badan
Pelaksana Hulu Minyak dan Gas
Bumi (BP Migas) karena dinilai
bertentangan dengan konstitust,
“Fraksi Gerindra mendorong
percepatan revisi UU Migas
karena yang berlaku saal ini su-
dlah tidak relevan dengan kondisi
terkini. Apalagi setclah adanya

putusan MK Nomor 36 tahun
2012," wjar Bambang dalam kete-
rangarmya, Selasa (23/12/2023),

Diketahn, putusan MK Nomor
36 tahun 2012 menyatakan UU
Migas bertentangan dengan UUD
1945, Khususnya Pasal 33 yang
mengatur leniang penguasaan
negara atas sumber daya alam
(SDA) untuk sebesar-besarnya
kemakmuran rakyal

Salah satu implikasi ulama dari
putusan itu adalah pembubaran
BP Migas karena dinilai tidak

sestai dengan prinsip penguasa-

an negara alas sumber daya
alam. Selanjutnya, Mahkamah
meminta Pemerintah bersama
DPR untuk merevist UU Migas,
Komisi XII DPR, lanjutnya,
akan mengundang berbagai ele-
men masyarakat dan pelaku usa-
ha untuk menghimpun masukan
yang komprehensif dalam pem-
bahasan RUU Migas. “Rapat
pembahasan akan digelar setelah
DPR menyelesaikan misa reses
awal Januari 2025," wjar dia.
Dia memastikan, dral RUU
Migas telah lersedia dan tinggal
penyempurnazn untuk diusul-
kan menjadi usul inisiatif DPR.
Pembahasan ke depan akan
difokuskan pada penyempurnaan
substansi rancangan lersebut,
“Kita ingin menguatkan pe-

nguasaan negara di seklor Migas.
I s annanat Undamg-Undang
Dasar (UUD) 1945 Pasal 33,"
imbuh Sekretarts Fraksi Cerindra
DPR ini.

Anggota Komisi XI[ DPR
Yulian Gunhar menambahkan, re-
vist UL Migas penting dilakukan
untuk memastikan negara ber-
peran akfif dalam mengawasi dan
mengontrol sktor migas. “Revisi
ini krusial untuk memperkuat po-
sisi negara dalam mengendalikan
lifting minyak dalam mencapai
larget prochuksi nasional,” ujamya.

Revisi RUU Migas, lanjutnya,
bukan sekadar agenda legis-
lasi, letapi upaya siralegis untuk
mengembalikan mandat Pasal
J3UUD 1945, Tsinya kekayaan
alam harus dikuasai negara dan

dipergunakan sebesar-besarnya
unfuk kemiakmuran rakyat.
Dengan itu, Gunhar memuji
Presiden Prabowo Subianto,
yang dianggap memiliki kebe-
ranian politik mendorong revisi
UU Migas, bukti tekad mengem-
balikan kedaulatan energi Indo-
nesia, “Tagline Indonesia Ber-
daulat, Rakyat Sejahtera bukan
sekadar slogan, tetapi diwujud-
kan melalui langkah konkret,”
tegas politikus PDIP ini,
Namun, fa menyoroti ketidak-
jelasan revist UU Migas yang
tidak kunjung dilakukan pada
kepemimpinan nasional sebe-
lumnnya. Padahal kebutuhan un-
tuk memperbaiki tata kelola mi-
pras demi menutup celah oligarki
sudah lama mendesak. m e
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